5.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai prosedur audit

kepatuhan dana kampanye calon legislatif partai politik X di Kota Y, yang dapat

disimpulkan adalah:

a.

5.2

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan PKPU No.18
Tahun 2023.

Laporan tentang dana kampanye Partai Politik X menunjukkan
ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Pembukaan, pengelolaan, dan
penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak sesuai
ketentuan, seperti tidak adanya surat pembukaan dan penutupan RKDK,
serta penerimaan sumbangan tidak melalui RKDK. Laporan Awal Dana
Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) tidak lengkap dan tidak mencakup semua bukti
transaksi, tidak sesuai dengan berbagai pasal dalam PKPU No. 18 Tahun
2023. Ketidakpatuhan ini menunjukkan ketidaktaatan material terhadap
standar peraturan yang berlaku untuk periode pelaporan yang berlangsung

dari 17 Desember 2022 hingga 22 Februari 2024.

Saran

Untuk membantu Partai Politik X di Kota Y mengatasi masalah

ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye oleh calon legislatif, berikut

adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Partai Politik X dapat menyelenggarakan pelatihan rutin dan bimbingan

mengenai aturan dan prosedur pelaporan dana kampanye. Ini akan
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membantu meningkatkan pemahaman calon legislatif dan tim kampanye
terkait kewajiban mereka dalam pelaporan.

b. Partai Politik X dapat bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) serta lembaga terkait lainnya untuk memperkuat edukasi,
pengawasan, dan penegakan hukum terkait pelaporan dana kampanye.
Sinergi ini dapat membangun budaya kepatuhan yang kuat di antara semua

pihak terlibat.

Dengan menerapkan saran-saran ini secara konsisten dan komprehensif,
diharapkan partai politik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan calon legislatif
dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dana kampanye, yang pada gilirannya

akan memperkuat integritas dan transparansi dalam proses demokrasi.
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